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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 195 /PMK.08/2020 

TENTANG 

LELANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 

DI PASAR PERDANA DOMESTIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan 

Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dalam 

negeri dengan cara lelang telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang 

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah 

Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara 

Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan 

Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam 

Negeri dengan Cara Lelang; 

b. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan lelang melalui 

Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara sebagai 

upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan lelang Surat 

Berharga Syariah Negara dalam pasar perdana domestik, 

belum diatur dalam pengaturan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Surat 

Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 

tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara 

(Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 

1713); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG 

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA 

DOMESTIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya 

disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah 

surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan 

prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan 

terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah 

maupun valuta asing. 

2. SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan 

Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu 

sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran 

imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. 

3. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN berjangka waktu 

lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran 

imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. 

4. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau 

Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, 

berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah 

dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan 

SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.  

5. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

mengenai SBSN, untuk melaksanakan kegiatan 

penerbitan SBSN. 

6. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Keuangan Negara. 

7. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 

yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah 

www.peraturan.go.id



2020, No.1467 -4- 

pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian 

Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan 

pembiayaan dan risiko. 

8. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan 

pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai 

SBSN. 

9. Pasar Perdana Domestik adalah penjualan SBSN yang 

dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali. 

10. Lelang adalah lelang SBSN dan lelang SBSN tambahan. 

11. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN di Pasar Perdana 

Domestik yang diikuti oleh peserta lelang SBSN dengan 

cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif 

dan/atau penawaran pembelian non kompetitif dalam 

suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan 

dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang 

disediakan agen yang melaksanakan Lelang. 

12. Lelang SBSN Tambahan adalah penjualan SBSN di Pasar 

Perdana Domestik  dengan cara lelang yang dilaksanakan 

pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan 

Lelang SBSN. 

13. Agen Lelang adalah institusi/lembaga yang ditunjuk oleh 

Menteri untuk melaksanakan Lelang. 

14. Dealer Utama SBSN adalah bank atau perusahaan efek 

yang ditunjuk oleh Menteri untuk menjalankan 

kewajiban tertentu dengan hak tertentu sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

dealer utama SBSN. 

15. Bank Indonesia adalah badan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2009. 

16. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disingkat 

LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. 

17. Peserta Lelang SBSN Lainnya adalah institusi/lembaga 

selain Dealer Utama SBSN, Bank Indonesia, dan LPS 

yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk dan atas 

nama Menteri sebagai Peserta Lelang SBSN. 

18. Peserta Lelang SBSN adalah Dealer Utama SBSN, Bank 

Indonesia, LPS, dan/atau Peserta Lelang SBSN Lainnya. 

19. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia 

maupun warga negara asing di manapun mereka 

bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, baik 

Indonesia maupun asing di manapun mereka 

berkedudukan, Dealer Utama SBSN, Bank Indonesia, LPS 

dan/atau Peserta Lelang SBSN Lainnya. 

20. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBSN yang 

terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan 

SBSN. 

21. Imbalan (Coupon) yang selanjutnya disebut Imbalan 

adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil 

atau margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai 

dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada 

pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode 

SBSN. 

22. Imbal Hasil (Yield) yang selanjutnya disebut Imbal Hasil 

adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam 

persentase per tahun. 

23. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) 

yang selanjutnya disebut Penawaran Pembelian 

Kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian 

dengan mencantumkan: 

a. volume dan tingkat Imbal Hasil yang diinginkan 

penawar dalam hal Lelang SBSN dengan 

pembayaran Imbalan tetap (fixed coupon) atau 

pembayaran Imbalan secara diskonto; atau 

 

b. volume dan harga yang diinginkan penawar, dalam 

hal Lelang SBSN dengan Imbalan mengambang 

(floating coupon). 
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